Penegakan Kode Etik DPR?

Pada Tahun Sidang 2016-2017 Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) tidak
menangani Perkara Tanpa Pengaduan, namun telah menangani beberapa Perkara Pengaduan,
termasuk perkara pengaduan yang masuk pada Tahun Sidang sebelumnya yang penanganannya
dilaksanakan pada Tahun Sidang ini. Penanganan perkara yang dilaksanakan bukan hanya
berdasarkan pengaduan yang masuk pada Masa Sidang tersebut, melainkan juga kelanjutan
dari Masa Sidang sebelumnya.

Penanganan perkara, baik yang melalui pengaduan maupun tanpa pengaduan, selama
Tahun Sidang 2016 - 2017 dilakukan dengan strategi penyelidikan di luar sidang MKD dengan
melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara, seperti penyelidikan ke daerah-daerah.
Penyelidikan dilakukan dalam rangka mendapatkan bukti apakah ada unsur pelanggaran kode
etik atau tidak. Hasil penyelidikan selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan
apakah perkara ditiindaklanjuti atau tidak maupun apakah perkara terbukti atau tidak terbukti.
Artinya, perlu dipahami bahwa tidak semua pengaduan harus selalu disidangkan, karena perlu
dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Pengaduan pun, tidak selalu harus berujung pada putusan
sanksi, mengingat ada perkara pengaduan yang tidak dapat diproses, tidak cukup bukti, atau
tidak terbukti. Pengaduan ke MKD sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu dan memiliki
dasar yang kuat, bukan dengan tujuan menurunkan kewibawaan DPR. Hal ini mengingat MKD
merupakan lembaga yang menjaga marwah dan kehormatan lembaga DPR.

Penanganan Perkara di Mahkamah Kehormatan DPR R

MASA PERSIDANGAN
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Pengaduan
yang ditangani
Putusan MKD - Tidak ditindaklanjuti, antara lain karena tidak cukup bukti, tidak ada

materi aduan yang dilanggar, serta pengadu mencabut aduannya;

- Membentuk Panel;

- Menerima Peninjauan Kembali Perkara dan Putusan sebelumnya serta
memberikan Rehabilitasi kepada Teradu.

Masa Persidangan I, MKD menangani 6 (enam) perkara pengaduan. Keenam
perkara tersebut telah diproses dan diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti dengan
berbagai alasan, antara lain karena tidak cukup bukti, tidak ada materi aduan yang
dilanggar, serta pengadu mencabut aduannya.
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Pada Masa Persidangan Il, MKD menangani 8 (delapan) perkara pengaduan. Dari
kedelapan perkara tersebut, 4 (empat) perkara tidak ditindaklanjuti, 2 (dua) perkara masih
diproses dan berlanjut ke masa persidangan berikutnya, 1 (satu) perkara masih dalam tahap
verifikasi, serta 1 (satu) perkara ditindaklanjuti dalam tahap penyelidikan.

Pada Masa Persidangan 111, terdapat 5 (lima) perkara pengaduan yang masuk ke MKD,
2 di antaranya diputuskan ditindaklanjuti dengan akan dibentuk panel pada salah satu perkara
dan satu perkara lainnya akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sedangkan 3 (tiga)
pengaduan lainnya masih dalam proses verifikasi.

Pada Masa Persidangan 1V, MKD menangani 7 (tujuh) perkara pengaduan. Enam
perkara diputuskan tidak ditindaklanjuti, sedangkan 1 (satu) perkara telah diputuskan di intern
Panel dan dilaporkan dalam intern MKD. Adapun pengaduan yang masuk pada masa
persidangan IV ini berjumlah 3 (tiga) perkara dan berdasarkan hasil verifikasi tidak
ditindaklanjuti.

Untuk masa persidangan V, terdapat 3 (tiga) perkara yang masuk ke MKD dan masih
dalam tahap verifikasi. Namun MKD juga memproses 6 (enam) Perkara Pengaduan yang telah
masuk pada masa persidangan lalu baik yang belum dibahas maupun belum selesai
penanganannya dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) perkara tidak ditindaklanjuti dan 1
(satu) perkara masih dalam proses.

Selain menangani perkara pengaduan, MKD juga menerima surat dari Anggota DPR
RI yang meminta peninjauan kembali atas perkara pengaduan yang pernah diproses di MKD
pada masa persidangan yang lalu karena Teradu telah mendapatkan bukti bahwa Pengadu tidak
memenuhi syarat administrasi sebagai Pengadu dari organisasi kemasyarakatan dan saksi-saksi
yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi untuk didengarkan
keterangannya dalam Sidang MKD. Berdasarkan hal tersebut, MKD menerima Peninjauan
Kembali Perkara dan Putusan sebelumnya, serta memberikan Rehabilitasi kepada Teradu.

Kegiatan lainnya, MKD melaksanakan Seminar Nasional untuk kedua kalinya pada
tanggal 16 s/d 18 April 2017 dengan tema “Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga
Perwakilan”. Seminar ini diikuti oleh Anggota DPR RI, perwakilan DPRD se-Indonesia,
Perwakilan Civitas Akademika dan Masyarakat Umum.

MKD juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah dalam rangka sosialisasi ke
Polda dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan dalam rangka penyelidikan untuk
mendapatkan bukti-bukti terkait perkara yang sedang diproses. MKD juga membangun kerja
sama dengan kepolisian di daerah guna keperluan penegakan kode etik dan penyelidikan
perkara yang sedang ditangani oleh MKD.



